| SALINAN |

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATER KLUNGKUNG
NOMOR 4 TAHUN 20623

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG.

Menimbang: & bahwa dalam rangka meningkatkan muta kehidupan,
masyarakar berhak atas tempat tinggal dan linglungan vans
Iavak, aman, serta sshat yang merupakan kebutuhan dasar
manusia;

b. bahwa diperlukan upaya untuk mencegah rmumbuh dan
berkem'ﬂﬂngnm perumalhan dan permukiman kumuh baru
demi menjaga dan meningkatkan kualitas fangsi perumahan
dan permukiman:

¢. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Eawasan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh- waygth
dilakmikan oleh Pemenntah Daesral

d. bahwa herdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hunif &, hurad b, dan hurdf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumshan Kumuh dan Permukiman
Kurmuh:

Mengingar 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. UndangUndang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Dasrah-Dasrah Tingkat 11 Dalam Wilayah-
wilayah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tengeara Timur |Lembarsn Negars Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namer 1653);

L

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomer 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonssia
Nomeor 2247
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4. Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007 tentans Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomeor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4725);

n

Undang-Undang Nomior 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonssia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peramuran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terskhir
dengan Undang-1Tndang Nomgr 13 Tahun 2022 tentang
Peraobahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 12 Tahun
2011 tentang Pembenmbkan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8801}

=~

Undang-Undans Nemor 23 Tahun 2014 tentans
Pemernntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones:a
Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Pénetapan Peraturan Pemeriniah
Pengpanti Undang lindang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomer 41, Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

8. Peraturan Pemerintah Nemor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumashan dan Eawssan
Permmakiman |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5616);

9. Peraturan Pemerntah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
[Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor
5883) sebagaimana telah  diubah deanpan Peraturan
Pemerintgh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubzhan Aras
Peraturan Pemerntah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelengoaraan Perumahan dan Kawasan Permulkiman
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
22, Tambshan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomer
6624);

10. Peratiran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 rentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomer 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pervelengearaan Penataan Ruang |(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2021 Neomer 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66331,

12, Peraturan Menteri Pekenaan Umuom Nomor 29/FRT/M /2006
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan;

13, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 /PRT/M/2013
tentang Penvelenggaraan Prasarana dan  Sarana
Persampsahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Seienis Sampah Rumah Tangoa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

14, Peratuiran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentulkan Produk Hukum Daerah (Bernita Negara
Republik Indeonesia Tahun 2015 Nomor 2036] sebagaimana
telah diubah denpgan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
120 Tahurt 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dialam Negeri Nomor 80 Tahun 20135 tentang Pembentukan
Produk Hulmim Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Noemor 157);

13. Peratuiran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 /PRT/M/2017
tentang Persyaratan Kemmdahan Bangunan Gedung (Berita
Negara Bepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Unmmm dan Perumahan Eakyar
Nomor 14 /PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh (Berita Negara: Republik Indonssia
Tahurt 2018 Nemor 783);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 12 Talmun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
|Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

18, Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2016 tentang Bangunan
Gedting (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2016 Nomor &, Tambahan Lembaran Dasrah Kabupaten
Klungioang Nomor 3);
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
dan
BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menstapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCECGAHAN DAN

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB 1

]

Dalam Peraturan Daersh inl vang dimaksnd densan:

==l

10

1.

14,

15.

16.

2

Daerah adalah Kabupaten Klunglung.,

Pemenintah Dasrah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Bupat adalah Bupatd Klungkung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnva disingleat DPRD
adalah Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Kabupaten Klunsloung,
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adslah Presiden
Republit Indonesia yang memegang kelmasaan pemerintahan negsra
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indeonesia Tahun 19435,

Perangkat Daerah adalah Peranghat Daerash di linglungan Pemsnntah
Daerah. '

. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungs: sﬂb&gai tempat tingeal

vang layak huni, sarana pembinaan keluarsa, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta asst bag! pemilikniya.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari psrmukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utlitas umnm sebagal hasil upayva pemenuhan Rumah yang
layak lam.

Permmukiman adalah bagian dari linglkingan human yangterdin atas lebih
dan satu satuan Perumahan yang mempunyal prasarana, sarana, unlitas
umum, serta mempunyal penunjang kematan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau Xawesan perdesaan.

. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yvang terdiri

atas lebih dan sam samman Permukiman.

Kawasan ‘Permukiman adalah baglan dan bngkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawazan perkotman maupun perdesaan,
yvang berfungsi sebagai lingkungan tempat tingeal atau lingkungan hunian
dan empat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Kearifan Loksl adalah nilai [uhur yang berlskn dalam tam kehidupan
masyarakat untuk mewnjudkan Perumahan dan Permukiman yang sahat,
aman, Serasi dan tersnar.

. Perumahan Kumuh adalah Perumshan yang mengalami penurunan

Permuloman Kumuh adalah Permmbkiman vang udak layek huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkar kepadatan bangunan yang tinggi, dan
kualitas banpunan serfa sarana dan prasarsna yang tdak memenum
gvarat:

Pencegahan adalah tndakan vaneg dilakukan untuk menghindari timbuh
dan berkembangnya Perumahan Kumuoh dan Permukiman Kumuh baru.
Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas
bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas omuom.
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7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sslanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yvang mempunys1 keterbatasan dava beli sehingsa
perlu mendapat dulngan Pemerintah Daerah unmik memperoleh
Fumah,

18. Prasarana adalah kelerighkapan dasar fisik lingkungan hunian yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal vang
layak, sehat, aman, dan nyvaman.

10. Sarana adalah fasilitas dalam linglkungan human yang berfungs: uniuk
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial.
budaya, dan ekonomu,

20. Unlitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk  pelayanan
lingloangan huanian.

21. Penetapan Lokasi Peromahan Kummh dan Peromldman Kunmhb adslah
penstapan atas lokadi Perumahan Kumnh dan Permuloman Kumuh vang
ditstapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar daiam
peningkatan kualitas Perumshan Kumuh dan Permukiman Kumuh,

22. Kawasan Siap Bangun vang selanjumya disebur Kasiba adalah sebidang
tanah yang {istknya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umumnys telah
dipersiapkan unmk pembangunan lingkungan hunian skala besarsesua
rencana tata raang,

23. hﬂgjﬂlﬂgﬂﬂ Siap Bangunan yang selanjutnya disebut Lisiba adalah
sebidang tanah yang merupalkan bagian dari Kasiba ataupun berdiri
sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan Prasarana
linglingan dan selain iha iga sesusd dengan persyaratan pembalian tata
inglangan tempat unggal atau lnglingan humnian dan pelayvanan
lingkungan unmik membangun kaveling anah matang.

24. Kaveling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan
untuk FRumah sesuat dengan persyaratan dalam pengsunsan,
penguasaan, pemilikan tapah, rencans rinc tate ruang, serta tata
bangunan dan linglangan.

25. Banpunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yans
menyatu dengan tempar kedudukannya, sebagian atau sehm.li'mya
berada di atas danfatau di dalam tanah dan/aau air, vang
berfungsi sebagal tempat manusia melakukan kegatannva, baik untuk
hizman atau tempat tngsal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,
kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

26. Persetujuan Banpunan Gedung yang selanjuinya disinplkat PBG adalah
mmgd@ﬂmk&p&d&p&mﬁkﬂw&eﬂuﬂgmm
membangun: bary, menguhah, memperinas, menguransi, dan/atau
merawa:t Banpunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan

- Gedung

27. Pelaku Pembangunan adalah sedap orang dan/atan Pemsrintah yang
melakukan pembangunan Perumahan dan Permulamian.

28. Setiap Urang adalsh orang perseorangan atau badan hukum.

29, Badan Hulkum adalah badan huobkom vang didirilsin oleh wargs negara
Indonesia vang kesiatannya di bidang penvelengzaraan Parumahan dan
lawasan Permulaman,

30. Kelompok Swadaya Masyarakat adslah kumpulsn orang yeng
menyatukan din secara sukarsla dalam kelempok dikarenakan adanya
ikatan pemersati, yaitu adsnya visi, kepentingan, dan kebutuhan vang
sama, sehingga kelompok tersebut memiliki Kesamaan tujuan yang ingin
dicapai bersams.

31.Rencana Detail Tata Ruang vang selanjuinya disingkat RDTR adalah
mmmmmmtammmﬂmw
dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
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32, Bencanan Tata Bangunan dan Lingkungan yang sslanjutnye disingkat
RTEL adaleh panduan rancangan bangun suams kawasan untak
mengendalikan pemanfaaran ruang yang memuat mater pokok ketentuan
program bangunan dan lingkungsn, rencana umim dan panduan
rafcangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan.

33. Keterangan Eencana Kota yang selanjuinya disingkat KREK adalah
informasi tentang ketenmian tatz banpunan dan linglungsn vang
diberlalmkan oleh Pemerintah Dasrah pada lokas: tertenm.

34. Keoefisian Dasar Banpunan vang selanjumya disingkat KDB adalah angka
persentase berdasarkan perbandingan antara luas ssluruh lantai dasar
Banpgunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau dasrah

35. hﬂeﬁsmﬂ Lantai Bangunan yang selanjuinys disingkat KL adslah anpgka
persentase perbandingan antara luas seluruh lanta Eang_lnan Gedung
terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesum KRE.

Pasal 2

Derapiran Dasrah im1 dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan
peningkaran knalitas rerhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daergah ini bertuyjuan untuk mencegah tumbuh dan
berkembangnva Perumahan Kupmuh dan Permuloman Kumuh baru dalam
mempertaliankan Perumahan dan Permulkiman yang telah dibangun agar
tetap terjaza kualitasnya.

Pazal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini melipati:

a. kriteria dan tipolosi Perumahan Kumuh dan Permraltimat Kunmh;

b. pencegahan terhadap mumbuh dan berkembangnya Perumshan Kumuh
dan Permukiman Kumuah barg;

peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuih;

penvediaan tanah;

pendanaan dan sistem pembiavaan;

tugas dan kewajiban Pemerintah Dasrah: dan

kerjasama, peran masyarakat, dan i{gﬁnfﬂ.u Lokal.

0o

R

BAB Il

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUEKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Pasal 5
|1} EKnteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan
kriteria yang digunaksn ontuk mensninkan kondisi kelumuhan pada
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
12i Eriteria Perumzhan Kumuh dan Permuldman Kumuh sebagaimana
dimaksud pada avart (1] melipun kntena keloamuhan ditingan darm:
a. Bangunan Gedung:
b. jalan linglamgan;
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drainase lingkungan:
pengelolaan air limbah;
peripelolaan persampahar; dan
proteks: kebakaran.

(@ b 0

Paszal 6

(1} Enteria kKelumuhan ditingau dan Bangunan Gedung sebagaimans
dimai=ud dalam Pasal 5 ayat (2] huruf a mencakup: '

a. ketidalteraturan banginan;

b. tingkar kepadatan bangunan yans tngg yang tidak sesual dengan
ketentuan RDTR: dan/atau

. kuashtas bangunan vang tidak memenul syarat.

(2} Keudaskteraturan bansunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
a merupakan kondisi Banguonan Gedung pada Perumahan dan
Pernmukiman: ' '

a. tidak memenuhi ketentuan tats bangunan dalam ROTR, paling sedilit
pengaturan bentuk, besaran, perlstalkan, dan tampilan bangunan
pada suan zona; dan/atau

b. ndak mememihi Ketentizan wata banpunan dan tazz kaalitas
Ingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok nghungan.
kapling. bangunan, ketingeian dan elevasi lantai, konsep identitas
hngiomgan, konsep arientasi inglamgan, dan wajah jalan.

(3} Tingkat kepadatan bangunan yang tingsl yang tidak sesual dengan
kstentuan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayvar (1) huruf b
merupakan éiﬂﬂ{ilm Bangunan Geduns pada Perumahan dan
Permmukimarn dengan:

a. KDB vang melebihi ketentuan RDTR, dan /atau RTBL; dan/atan

b. KLB yvang malebihi ketenituan dalanm: RDTR, dan/atan RTBL.

34 Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimalesud
pada ayat (1] huraf ¢ merupakan kondisi Bangunan Gedunp pada
Perumahan dan Permukiman yang tdak sesusi dengan persvaratan
teknis.

(51 Persvaratan teknis Bangunan Gedung sebagaimans dimaksud pada ayat
{4) rerdiri dar:

a. persvaratan tata bangunan; dan

b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung.

6} Persyvaratan tata bangunan sebaganmana dimaksud pada ayar [3) huruf a
terdin atas:

arsiteltur Bangunan Gedung;

RTBL: dan

pembangunan Bangunan Gedung di-atas dan/atau di bawah tanah.

-@irdan/atau Prasarans/ Sarana tmunm.

7} Persvaratan keandalan Bangunan Gedung sebagatmana dimaksud pada
ayat [3) huraf b terdinl atas:

a. persyaratan keselamatan Bangunan Gedung;

b. persvaratan kesehatan Bangunan Gedung;

¢. persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung: dan

d. persyaratan kemudahan Banpunan Gedung.

Pasal 7
(1} Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian

kevidakteratiran dan kepadatan bangunan dilakuban dengan menguk
pada FBG untuk jangks waktu sementara,

s il
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(2] Dalam hal Bangunan Gedung tdak memilikn persetujuan Bangunan
Gedung untuk jangka waktu sementara; maka penilatan kendakieraturan
dan kepadaran bangunan dilalkukan oleh Pemerintah Daerah dengan
mendapatkan pertimbangan dari tim profesi ahli.

Pazal 8

(1} Krtena kekumuhan ditmjau dan jalan linglimzan  sebsgsimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2] huraf b mencakup:

a. jaringan jalan lingkungan tdak melayani selurub lingkungan
Perumahan atau Permltiman; dan/atau
b. kualitas permukaan jalan linpkungan buruk.

(2] Jaringan jalan linglungan tidak melayani selurubh  lingkungan
Perumahan atau Permukiman schagammana dimaksud pada ayat (1)
huruf & merupakan kondis: dimanes jaringan jaian tdak terhbubung antar
dan/a@u dalam suamd linglingan Perumahan atau Permukiman.

{31 Kualitas permmbkaan jalan lingkungan burdk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan
lingloingan terjadi kerusakan permukaan jalan yvang meliputi retak dan
perubahan bentul,

Pasal 9

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dar penvediaan air minum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2} burif ¢ meacakup:
a. akses aman air ounum tdak tersedia; dan/atau
b. kebunahan air minum mirnmal setiap individu tidak terpenubu,

(2] Akses aman air minum odak tersedia sebagaimana dimak=ud pads ayat
(1} huraf & memipakan Yondis: dimans masyarakar tidak dapat
mengakses air minum yang memenu syarat.

{3) Kebutahan air minum minimal setiap individu tddak terpenunhi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana
keburuhan air minum masyarakat dalam lingimgan Perumahan atau
Permukiman tudak mencapalr minimal sebanyak 60 (senam puluhl
liter /orang/han.

Pasal 10

(1) EKrnterie kskumuhlan dionjau dan drainase lngkungan sebagaimana

dimaiksud dalam Pasal 5 ayat (2} huraf d mencakap:

a. drainase lingkungan tidak tersedia;

b. drainase lingkunpgan tHdak mampu mengalirkan limpasan air hojan
sehingea menimbulkan senangan; dan/aten

<. kaalitas konstruksi drainase lingloangan bumk.

|2} Dramnase hinskungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondist dimsna saluran tersier dan/atau saluran
lokal tdak tersedia, dan/atau tidak terhuhuﬂg dengan saluran pada
hierarki di atasnya sehingza menyebabkan air tidak dapat mengalir dan
menimbulkan genangan,

(3} Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan sir hojan
sehingsa menimbulksn genangan sebagaimana dimaksnd pada ayar (1)
hurif b merupakan kondisi dimana jaringan drainase hngkungan tidak
mampy mengalirkan limpasan air hujan sehingga meaimbulkan
genangan dengan tingg! lebih dar 30 (tigs puluhl cm selama lebih dan 2
[dual jam dan teriadi lebih dan 2 [dua) kali setehun.
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{4} Kuoalitas konstruks: drainase linglhunean buruk sebagaimana dimaksud
pada ayat |1) humf © merupakan kondisi dimana kuahtas konstruks:
drainase buruk, karena berupa galian tanzah tanps matenal pelapis atau
penutup atau wlah terjadi kerusalan

Paszal 11

1} Krtena kekumuhan ditinjen dan pengelolaan air limball sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2} horaf e mencakun: '

a. sistem pengelolaan air limbsah tidak memenuhi persyaratan tekmnis;
dan /atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan telnis,

2} Sistem pengelolaan air hmbah tidak memenuhi persyaratan tekmis
sebagaimana dimaksud pa.dﬂ ayat [1) lhuruf a merupakan kondis: dimana
pengzlolaan dir limbsh pada lingkingen Perumahan atau Permuloman
tidak memiliki sistem vang memadai, yaitu terdini dari kakus/kloset vang
terhubung denpan tangki septuk balk secara individual/deomestik,
komuinal maupun terpusat.

{31 Prasarana dan Sarana penpgelolaan &abr limbah tdak memenuhi
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humaf b
merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelﬂ..aaﬂ air limbah pada
Perumahan atau Permukiman dimana:

a. kakus/klosetr tidak terhubung dengan tangk =epuk; atan
b. udak tersedianya sistem pengolahan limbah sstemipar atau terpusat.

Pazal 12

(1} Knteria kekummban ditnjaa dan  pengelolaan persampahan
sebagaimana dimak=ud datam Pasal 5 avat (2) horaf § mencalup:
&, Prasarana dan Sarana parﬁampahan ndak memenuhi persyaratan
tekmis; dan/am@u
b. sistem pengelolaan persampahan tudak memenuhi persyaratan teknis.
2] Prasarana dan Sarana persamipanan udak memenuhi persyaratan tekms
sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurnif a merupakan kondisi dimana
Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungzan Perumshan atan
Permmiliman tidak memadai sebagai benikur:
&, ftempat sampah dengan pemilzhan sampah pada skala domesnk atau
rumsh tangea:
b. tempat pengumpulart sampalh atau tempat pengelolaan sampah reduce,
reuss, recycle pada skala lingkungan;
©. sarana pengangloat sampah pads skala lingkungan; dan
d. tempat pengelahan sampah terpadu pada skala lingkmnmgan.
|3) Sistem pengslolaan persampahan tdak memenuln persvaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) horof b merupakan kondisi dimana
pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman
tidak memenuhi persyaratan sebagai berikun
a. pewadahan dan pemilahan domestk;
b. penpumpulan sampsah lingkungan;
<. penganghkurtan sampah lingloingan; dan
d. pengolahan sampsh lingkungan.

naial 1 Dakumen i tetah ditandatangam secare elekirond menggunakan sertifikat elekironik
CLRLR L ST - Logl
Fishiranlk ¥3NG diterbitkan oleh BSrE

2



(1}

12}

(3

(1}

(2)

Pazal 12

Kriteria kelmmuhan ditingau dan proteless: kebakaran sebagaimana

dimaksud dalam Passal 5 ayat (2} huruf ¢ mencakup:

a. Prasarans proteks) kebakaran tidak tersedia; dan/aman

b. Sarana proisks: kebakaran tidak tersedia

Prazarana proteks kebakaran ndak tersedia sebagaimana dimaksud

pada ayat 1] hunif & merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:

b. jalan linplamean vans memudahikan masuk keluarnya Lendaraan
pemadam kebakaran;

c. sarana xomunikast untuk pembentahusn terjadinye kebakaran
kepads Instans) pemadam kebakaran: dan/atan

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingloingan wvang mudah
digksesz.

Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada

avatrlihumfhantﬁmlamterdma:as

a. alar pemadam api ringan;

b. kendaraan pemadam kehakaran;

. mohbil tangga sesual keburahan; dan/ataw

d. peralaten pendulung lainnya.

Baman Kedua
Tipolom Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Pasal 14

Tipolegs Perumahan Kumuh dan Permukimian Kumuh  merapakan
pengelomipokan Perumahan Kusmub dan Permulkiman Kuomh
herdasarksn letak lokasi secara seoprafis,
Tipologl Perumahan Kumuh dan Permuldman Kumuh sebagamana
dimaksud pada avat (1), terdin dari Perumishan Kuinuh dan Permulaman
Kumuh:
a. di atas air;
b. di t=p1 air;

c, di dataran;

{3

(<}

d. di perbulatan: dan/arau

e. di dasrah rawan bencana.

Tipologs Perumahan Kumuh dan PE‘!‘II:I].IJ{.III:I.EID. Kunmih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] horof & yaitun Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh yang berada diatas air, baik di dasrah pasang surun,

rawa, sungai ataupun laut.

Tipolops Peromahan Kumuh dan Permmultiman Kunnih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, meligun:

a. Perumahan Kumuh dan Permuloman Kumuh yang berada di luar paris
sempadan sungal, pantai, waduk; dan

b. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kunmith vang berada di luar gans
sempadan garntal.

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permuloman Kunmuh sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] huruf o, meliputt Perumshan Kumuh dan

Permukiman Kumuh vang berada di daerah dataran rendah dengan

kemiringan lereng kuranz deri atau sama dengan 10% [sepuluh persen).

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permuloman Kunmuh sebagaimana
dimaksud pada ayat 2] humf d, melipun Perumahan Kumuh dan

Permuloman Kumuh yang berada di dasrah dawaran tungs dengan

2

kemiringan lereng lebih darnt 10% (sepuliuh persen| sampai dengan
kurang dari 40%|empar puluh persen).
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7} Tipologi Perumahan Kumuh dan Permikiman Kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huraf e meliputt Perumshan Kumuh dan
Permmuilnman Kuamuh yvang berada di dasrah rawan bencana alam,
khususnya bencena alam tanah longsor, semmpa bum dan banjir.

(8 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] harus disesuaikan dengan alokasi peruntikan
dalam RDTR.

{9} Dalam hal RDTR tdak mengalokasikan keberadaan tipologi Perumahan
Homuh dan Permulkiman Kumuh sehagaimana dimaksud paﬂa ayat (2),
maka keberadaannya hamis dipindahkan pada lokasi yang sesual

BAS I
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARD

Fomam

Paszal 15

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnva Perumahan Humuh dan
Permukiman Kumuh baro dilakzanakan melah:

& pencawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdavaan masyarakat.

Bapian Kedua

Pasal 16

|1} Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimsksud dalam Pasal 15
huruf a dilskukan atas kesesuaian terhadap:
a. perizinan,

b standar telnis: dan
. kelaskan fungs:

(2} hESEELlEEZ—iﬂ terhadap perizinan dan standar tekmis sebagaimana
dimaksud pada avat (1) horof a dan huraf b dilakukan pada @hap
perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.

{3} Keszesualan terhadap kelatkan fungsi sebagaimana dimaksnd pada ayat
11}hum1cdﬂﬂkukﬁnpﬁdatmlﬁppﬂ_marﬂaataﬂPerumﬁhﬂﬂdﬁn
Permukiman herdasarian perizinan.

Passl 17

{1} Pengawasan dan pengendalisn terhadap Lkesesuaian perizinan dan
standar teknis pada mhap persncanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayar (2| dilakuksy untuk memjamin bahwa hasi perencanaan
Perumahan dan Permukiman sesual dengan perizinan yang diperoieh dan
grandar tekmis Prasarana, Sarana, dan Uklitas Unmam,

(2] Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaltukan oleh Pemeriniah Daerah dengan mengkaj: hasil perencanaan
Perumahan dan Permukiman yvang disusun oleh Pelalas Pembangunan.

(3] Kesesuman .'I:Erhadap peETiZina” '_ n sebagaimana dimaisud pada ayat (1)
meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan
kegiatan pembangunan fistk bangunan dan Prasarana, Sarana, dan
Unlitas Umum.
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(4] Kesesuaian erhadap standar eknis sebagaimana dimaksud pada avar (1)
mehput standar telmis menurut kriteria:

f. pengelﬂiﬁaﬂ persampahan; dan
g, proteks: kebalkaran.

{3) K_.nﬁemjﬁiﬂn terhadap standar teknis menunit kriteria Bangunan Gedung

sebasaimana dimsksud pada ayat (4) huraf 5, meliput:
a. keteraturan bangunan;

h tingkat kepadatan bangunan yang rendah dan sesuai dengan ketentuan
ROTR; dan/atau

c. kuslitas bangunan yang memenuhi syarat,

(6) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria jalan lingkungan
sehagaimana dimaksud pada ayat (4) huraf b, melipun:

a, jaringan jalan lingkungan melayvani selwruh ingkungan Perumshan
atan Permukiman: dan/araua
b. kualitas permukaan jalan hngicangan baik.

(7] Kesesualan terhadap standar teknis menurut kriteria penyediaan air

mimum sehagaimana dimaksud pada ayar (4] huruf ¢, meliputi:

a. akses aman air minum tersedia; dan/aan

b. terpenuhinys ksbumiban air minum sedap individu sesua standar
vang berlaku kebutuhan air minum minimal senap individu udak
terpeniibi.

(8) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria drainase lingloangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huraf d, mehpun:

a. drainase lingkungan tersedia;
b. drainage lingkungan mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga
[rt_mmbu_li{aﬂ genang;a_ﬂ dﬁnf atat

9] Kesesuaian terhaday standar teknis menurut kritena pengelolzan air
limbah sebagrimana dimaksud pada ayat 3] huraf e, meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah memenihi persyaratan teknis; dan/atau
b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah udak memenuhi
persyaratan teknis.

|10} Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengslolaan

persampahan sebagaimana dimskesud pada ayat (4] hurof f, meliput:
a. Prasarana dan Sarana persampahan memenuin persyaratan teknis;
dan/atau
b. sistem pengelolaan persampahan tudak memenuhi persyaratan relknis.

{11} Kesesusian terhadap standar tekmis menurnat kriteria proteksl kebakaman
sebasaimans dimsksud pada ayat {4) huraf g, meliput ketersediaan:
a. Prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
b. Sarana proteks: kebakaran.

{12) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan
standar teknis pada tahap pembangurnan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) dilakukan untuk menjamin pembangunan Perumahan
dan Permukiman sesuai dengan hasil perencanaan Perumahan dan
Permuloman.
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(13)

114

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
dilaltukan ocleh Pemerintah Dasrah secara langsung maupun oleh
Penyedia Jasa Penpawas dengan mengawas: proses pembangunan fisik
bangunan dan Prasarana, Sarana. dan Utilitas Umum yvang dilakukan oleh
Pelalm Pembangunan.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau kegiatan

L

pembangunan dengan perizinan dan standar telnis, maka dapat

{1

12

dilaloukan:

a. perbaikan rencans;

b. pencabutan/pembatalan @in; dan/atau
c. penertiban.

Paszal 18

Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fiingsi pada
tahap pemanizaaran Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3] dilakukan untuk menjamin bahwa Perumahan dan
Permuliman yang dibanpun latk secara funpgsi dan siap untuk
dimantaatlan,

Kesesuman terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksnd pada avat (1)
dilakukan melahu pemerik=aan erhadap pemenuhan:

A, persyaratan administrasf; dan

b. perzvaratan reknis.
Dalam hal pemeriksaan kelatkan fimngs sebapsimarna dimak=ud pada avat
(2] menunjukkan ketidaksesuaian tm‘haﬂap kelaikan fungsi, maka dapat
dilaltukan perbaikan dan penertiban sesuai denpan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 19

Pengawmsan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnva
Perumahan Kumuh dan Permuldmean Kumuh baru sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 15 hurnisf a, dilakukan dengan cara:

a. pemantauan;

b. e

valuas:; dan

c. pelaporan.

{1j

(2

{3

[+

2

Pasal 20

dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf & merupakan kegiatan pengamatan yang dilsloikan secara:
a. langsung: dan/atau
b. udak lang=ung.
Pemantauan secara lanpgsung sebagaimana dimakzud pada ayar (1) huraf
a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran
masyarakat.
Pemantauan secara langsung sebagaimana dimak=ud pada ayat |1) huraf
a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi vang diundikasi
berpotens: menjad: kumuh,
Pemantauan secars tidak langsung sebagaimana dimak=sud pada avar (1)
huruf b dilakulktan berdasarkan:
a. dama dan nformas: mengenai kondisi eksistung Penumahan dan

kawasan Permukiman: dan/atau
b. pengaduan masyvarakat maupun media massa.
Pemantauan terhadap tambuh dan berkembangnyva Peramzhan Kumuh
dan- Pernmloman Eumuh barua sehﬁgmmanﬂ dimaksud pada avat (1)
dilaltukan secara berkala maugpun sesuai leburuhan,
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(1)

(2)

(3}

{=H

(3}

(61

{1)

{2}

(3}

4}

(3}

[}

2

Pémaniauan secars tidak langsung sebagamimana dimaksud pada avat (4)
ditkutl dengan proses validas: data hasil pengamatan oleh perangkar
dasrah wang bermanggung jawab dalam wruzan Perumahan dan
Peromulaoman.

Paszal 21

Evaluasi dalam rangka pencspahan tumbuh dan berkembangnya

Perumahan Komuh dan Permukiman Kumuh bara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kegiatan penilatan secara

terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan,

Evahiami =chagaimana dimaksud pada avar (1) dilaksanakan oleh

Pemerintah Dasrah melalut Peranglkat Diasrah dengan melibatkan peran

masyarakal.

Pemerintah Daerah dapat dibanm: eleh ahli vang memiliki pengalaman

dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan

Permmulaman.

Evaluas: sebagaimana dimaksud pada ayat | 1) dilakukan dengan menilai

kesesuman Perumahan dan Permukiman rerhadap:

a. perizinan dan standar tekois pada tabap perencanaan dan whap
pembanginan; dan

Perangrkat Daerah yang bertangoung jawab dalam urusan Perumahan

dan Permukiman harus berkoordinast dengan Perangkat Diaerah terkat

lainnya untok mendapatkan verifikasi terhadap hasil eveluasi.

Haszi! evalnasi sebsgamana dimaksud pada ayat |3) disertai dengan

rekomendast pencegahan tumbuh dan berkembangnyva Perumahan

Kumubh dan - Permukiman Kumuh barma

Pasal 23

Pelaporan dalam ranglka pencegahan tumbuh dan berkembangnyva
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bara sebagamana
dimaksud dalam Pasal 19 huraf © merupakan kegiatan pernvampaian
hasil pemantauan dan evaluasi.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayar 1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah melahu Perangkat Dasrah vang bertanggung tawab
dalam urusan Perumshan dan Permukiman denpgan mshbatkan peran
Pemerintah Dasrah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman
dan pengetahuan memadat dalam bidang Perumahan dan Permuloman,
Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1| dijadiken dasar bapgi Pemerintah Daerah untuk melak=anakan
upava pencegahan mumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh bani sesuan kebunihan.

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimanza dimaksud pﬁda
ayat (1) harus diindaklanpun oleh semua Perangkat Daerah sesuai
kewenangannyva.

Laporan hasil pemantauarn dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
avat |1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat
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Bagian Kstiga
Pemberdavaan Masyarakart

Paragraf 1
Umun:

Paszal 23

Pemberdayaan masyvarakst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b
dilakukan melalm:
a pendampingan; dan

b. pelayanan informasi.

(1

12}

{3

{1)

(2)

(1)

(2}

%

Paragraf 2

Pacsl 24

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Passl 23 hurud a
dimalzsudkan amulk memﬂ.gkalkﬁn kapasitas masvarakat melshii
fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan L:apasttﬁs Lelompok
SWRLAYA Masyaraxat.
Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat |1) meliput
kapasitas dalam hal:
a. perenicanaan Perumshan dan Permukiman sesuail dengan perizinan
dan standar telinis; dan
b, pembangunan fistk bangunan dan Prasarans, Sarana, dan Utilitas
Umuam sesual dengan perizinan dan standar tekmis.
Pendampingan sehagaimana dimaksud pada ayat (1] merupakan
kepiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentk:
a. penyuhihan:
b. pembimbingan; dan
¢. bantuan teknis,
Pasal 25
Penyvuluhan sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 24 ayat (3] huruf a
menipakan kegistan untuk meningkatkan pengetalmaan, kesadaran, dan
ksterammilan masyvarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya FEmmahan Kumuh dan Permukimzn Kumuh.
Pernyuluhan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara

langsimng dan/atan tidak langsung dengan mengounakan alat banta
dan/atau alat peraga.

Pas=al 26
Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3] huruf b
merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan
mengenal cara ontiuk mengerakan kEgLﬁEﬂ atau larangan akiivitas
tartentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan bherkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Pembimbingan sebagaimans dimaicsud pada ayart (1) dapat berupa:
5. pembimbingan kepada kelempok masyaralar;
b. pembimbingan kepada masyarekat perorangan: dan
<. pembimbingan kepada dunia usaha.
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Pasal 37
(1} Bantuan telnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3] huruf ¢
meliput {asilitas
A PENVUSUNAN persrncanan;
b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kritenia;
<. penguatan kapasitas kelembagran:
d. trﬂ_ngembangﬂn dlternatif pembiayaan; dan/a@mu
e. persiapan pelaksanzan kerja sama pihak swasta.
(2} Bantuan teknis sebggaimana dimaksud pada ayat (1] dilakulan oleh
Perarigkat Diaerah yang bertangoung jawab dalam urtisan Perumahan
dan Pernmuikiman kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pasal I8

Pendamgingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan

ketentuan tata cara sebagal berthut;

a. dilaksanakan oleh Perangkat Dasrah yang melaksanakan wurusan
pemerintahan di bidang Perumahan dan Permiukiman;

b. dilaksanaken secara berkala untuk mencegah tumbuh dan
berkembangnyva Perumahan Kutmmih dan Permukiman Knmuh barna;

c. dilaksanakan dengan melibatian ahli, akademisi dan/atau tﬁkﬂh
masyarakat yang memiliki penpetabman dan pengalaman memadai dalam
hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh;

d. dilak=anakan dengan menentokan lokasi Perumahan dan Permukiman
yvang membutuhkan pendampirigan;

e, dilaktsanalkan dengan terlebih dahulu mempelajar pelaporan hasil
:p&mmlmuan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara herlala maupun
sesual kebuiuhan atau insidental: dan

f. dilaksanakan herdasarkan rencana pelaksanaan dan alekasi anggaran
yvang telah ditentukan sebelumnyva.

Paragraf 3
Pelayanan Informas:

Pasal 20

(1} Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b

meliputt pemberian informast mengenat!

a RDTR:

b. penataan bangunan dan lingloangan,

d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman,

{2} Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada avat 1] dilakukan
secara langsung dengan sosialisasi dan/atay diseminas: maupun secara
tidak langsung melalui media slektronik dan/atau media cstak.

13} Pelayanan informas: sebagaimana dimaksud pada ayar | 1) dilalkukan sleh
Perangxat Daersh yang melaksanakan urusan pemernntahan di idang
Perumahan dan Permukiman.

{4} Pelaksanaan Pelayanan Informas: sebagaimana dimaksud pada ayat 3}
dapat bekenasama dengan Perangkat Daerah terkant lainnya sesuss
dengan kebutuhan informast,
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{1j
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BAR IV

PENINGEATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesama
Fomam

Pazal 30

Peningkaten kuslitas terhadap Perumshan Kumuh dan Permukimen
Kusmibh didahubu dengan:

a. penetapaty lokasy; dan

b. perencanaan penanganar.

Peninghkatan kuslitas terhadap Perumahan Xumuh dan Permuliman
Kunmibh sebaganmana dimaksud pada ayat (1) diondaklanjut dengan
pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan
dan Peromukiman secara berkelanjutan.

Peningkatan xualitas ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulan
terhadap Perumshan Kusmih dan Permuloman Kumuh dengan lussan
kurang dan 10 Ha (sepuluh hektar] yang menjadi kewenangan
Pemerintah Dasrah sesuai dengan kstentusn Peraturan Perundang-

Bagian Kedus
Penetapan Lokas:

Paragraf 1

CUmaim

Pasal 31
Penstapan lokasi Perumahan Knnmh dan Permmkiman Kunmh didabnioi
proses pendataan vang dilakukan oleh Pemerntah Dasrah dengan
melibatkan peran masyarakat.
Proses pendataan sebapaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi proses:
a. identiikasi lokasi; dan
b. penilaian lokas:.
Identfilcasi lokasi sebagaimana dimaksad pada ayat (2) huaraf a, melipran
identifikasi terhadap:
a. kondisi kelcunmahan;
b. legalitas tanah: dan
<. pertimbangan lain.

Paragraf 2
Pendataan Lokast

Pasal 32

Identifikasi lokasi sebapaimana dimaksud dalam Pasal 31 avat (2]
dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan denufikas: lokast
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Proses identifilkas; lokas: didahubni dengan identfikasi Perumahan dan
Pernmakiman.

Prosedur pendataan identifikas) lokasi Perumahan Kumuh dan
Permmubiiman Kumuh sebagaimana dimaksud pads avat (1) sesuail dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pazal 32

Prosedur pendamman identifikesi lekasi Perumshan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
dilalkukan aleh Peranglat Dasrah vang melaksanakan urusan di lidang
Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakukan
dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi
sebagai Perumahan Kumuh dan Persmuliman Kumuh,

Lokasi yvang terindikasi sehagaimans dimaksud pada ayat |2} meropakan
lokasi vang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuail ketentuan
FDTR.

Perangkat Daerah sebagaimena dimaksud pada ayat (1) m_uj'mpkﬁn
prosedur pendataan dan format isian 1ﬂenu_ﬁLas. lokasi dan format

numerilke lokasi Perumahan Kumith dan Permmukiman Komuah,

Fasal 34

Identifikas: Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayar [2) merupakan upaya untuk menentukan batasan am@mu
linglyp entitas Perumshan dan Permukiman darl setiap lokasi dalam
suaty wilayah Daerah.
Penenruan Perumahan dan Permukiman sshagammsana dimaksud pada
avat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melabal identfikas:
deliniasi.

Pas=al 35
Identifilcas: kondisi kelnimahan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 31
syat (3] hurof a merupalkan upsays untuk menentukan tngkat
k=lmmuhan pada suatu Perumshan dan Permukiman dengan
menemmikenali permasalahan kondisi Bansunan Gedung beserta Sarana
dan Prasarana pendulungnyva.
identifikasi kondisi kelummuihan sebagaimansa dimak=ud pada ayat (1)

dilalmikan berdasarkan brteria Pernmahan Kumiih dan Permukiman
¥omuh,

Pasal 26

Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(3] huraf b men:pakan tzhap dentifikas: unmk menentukan status

legalitas tanah pada setiap lokasi Perumsahan Kumuh dan Permukiman

Kuanmih sebaga: dasar yang menentukan bentuk penanganan.

identifikasi lesalitas tanah sebagaimana dimsksud pada ayat (1) melipud

aspeko

a. kejelasan stamis penpguasaan lahan; dan

b. kesssuaian dengan RDTR.

Status penpuasaan lahan sebhagaimana dimaksud pada ayat (2] huraf a

merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa;

a. kepemilikan sendin, dengan bukt dokumen sernifikat hak atas tanah
-atau bentuk dokumen keterangan status ranah lainnya yvang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain [termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin
pgmanfaazaﬂtanahdan pemegang hak atas tanah atau peomlik tanah
dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau
pemilik tanah dengan pengguna tanah.

Kezecuaian dengan RDTR sebagaimana dimaksud pada avat 2] huredf b

mernupakan kesesusian terhadap peruntiukan tanah dalam RDTR.
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Pasal 37

Identifikas: pertimbangan lain sebagpaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (3] huruf ¢ merupakan tahap identfikasi terhadap beberapa hal lain

yvang bersifar non fistk untuk menentukan skals priontas penanganan

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliput aspel;

a. nilai stratems lokasi;

b. kependudukan: dan

Nilai stratems lokas: sebagaimana dimaksud pads ayar (2] humad =

merupakan pertimbangan letak lokasi Perumshan atan Permukiman

pada:

3. fungm strategis Dacrah; atan

b. bukan fangs strategis Dasrah.

Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2| huruf b merupakan

perimbangan kepadatan penduduk pada Iokasi Perumahan atau

Peromukiman denigan klasifikasi:

a. rendah vaitu kepadatan penduduk di bawah 130 [seratus lima puluhl
jiwa/helcar;

b sed:mgvmtu kepadatan penduduk antara 151-200 (seramus lima puluh
saty sampa.t dengan dua ratus) jiwa/ helkaarn;

C. Tingg }*mm kepadatan penduduk antara 201 — 300 [dua ratus samu
sampal dengan empat ratus) ywa/ hektar; dan

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 [empat ratos)
jiwa/ heloar.

Kondist sosial, ekonomi, dan budava sebagaimana dimaksud pada ayvar

(2] huruf ¢ merspakan pertmbangan potenst yvang dimihia lokas:

Perumahan atau Permukiman berupa:

4. pofen sosial yaitn tngkat partisipasi masyarakat dalam mendukung
pembangunan:

b. potenst ekonomi yvaim adanya kegiatan ekonom tertentu vang bersifat
straiegis bag masvarakat setempat; dan

<. potens: budaya varmu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu

yang dimiliki masyarakat setempat,

Pasal 38

Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3! ayat (2) huruf b
dilalukan untuk menilal hasil identfikast lokasi vang telah dilakukan
berdasarkan aspsk:

a. kondizi kekumuhan;

b. legslitas tanal: dan

¢. pertimbangan lain,

Perilmian lokasi berdasarkan aspek kondisi kelumuhan sebagammana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin atas klasifikast:

4. fingan:

b. sedang; dan

. berat.

Penilaian lckasi berdasarksn ﬂSpEL legalitas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf b terdin atas Klasifilkasi:

&. status tanah legal: dan

b. status tanah tidak legal.
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Pénilaian berdasarkan aspek periimbangan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf c terdin atas:
a. pertimbangsn lain kategon rendah;
b pertimbangar lamn kategon Eadﬁﬂg dan

<. pertimbangan lain kategon tinggi,
Pﬂnﬂman lokasi sebapaimana dmaksud pada ayat (1) d_ihitung
berdasarkan formulasi penilaian dan mnﬂuias' penentuan skala prioritas
penanganan sesual dengan ketenmian Peramuran Perundang-undangan:
Hasil penilaian lokasi haruz mendapatikan verifikasi dari Pemerintah
Pusar dan Pemerintah Provinst sesua dengan kewenangannya sebelum
ditetapkan.
Lokasi yang teiah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah
Dasrah dengan Keputusan Bupan.

Paragral 3
Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 30

Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 avat (7]
dilengkapi dengan:

a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Tabel dafiar lokas: sebagaimana dimak=ud pada ayat [1) huruf a, beris:
data terkait nama lokasi. luas, lingkup administranf, itk koordinar,
kondist kelmummhan, status tanah dan pricritas penanganan untk setiap
Iokasi Perumshan Kumuh dan Permubkiman Kumuh yang ditetapkan:
Prigritas penanganan sebagaimeana dimaksud pada ayat (2! berdasarkan
hzsil penilaian aspek pertimbangan lain.

Peta sebaran Iokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buraf b, dibuat
dalam suatu wilayah Daerah berdasarkan tabel dafrar lokasi,
Penetapan lokast ditindallanjun dengan perencanaan penanganan
Perumahan EKumuh dan Permuloman Kumuh yang dilslbukan eleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyaralat serta Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimakzsud pads ayvat
1) sesua dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagan Ketgs
Peninjauan LUlang

Paszal 40
Penetapan lokasi sebagaimana dimsksud Pasal 38 ayar (7] dilakukan
penunjauan Ulang paling sedikit 1 Isatu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakukan
melaiul proses pendatsan ulang lokas:
Peninjauan ulang ssbapgaimana dimaksud pada ayar (1) dilalmkan coleh
Perangkat Dﬂerahvﬁﬂgmelaksanﬂkaﬂ UTsan pEﬂ]Eﬂﬂ_Eﬂlﬂf di bidang
Perumzahan dan Peronkiman. untuk menilai penguransan jumlah lokasi
dan/atau asan Perumahan Kumuh dan Permukiman Eumuh sebagai
hazil dan penanganan yvang telah dilakukan, serta pengurangan tngkat

kelkimuhan
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Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada avat (2] tenadi karena penpurangan jumish
lokasi Perumahan Kumuh dan Permmukiman Kumuh,

Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan
I-:rm:.ﬂa.s; penilaian lokasi.

Hasil peninjauan ulang sshagammana dimaksud pada ayvat [3) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Format hasil peninjausn ulang sebagaimana dimaksud pada avat (5]
sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paszal 41
Pendsataan ulang terhadap lokasi Perumahan Kumuh dan Permuliman
Kumuh sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 40 avat [2) meliouti:
a. identifiltasi ulang lokasi; dan
b. penilsian ulang lokasi.
Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakukan dengan
Pendatzan ulang Behagmﬂlaﬂa dunﬂk"ud pa_-'la avat (1) dilakukan dengan
mengmventarizasi hasil pemingkatan kualitas yang dilalukan oleh sstiap
orang terhadap nilai kriteria kelbtumuhan pada setiap lokast Perumahan
Kurmah dan Permmukiman Kemuh,

Bagian Kesempat
Perosnicanaan FEﬂang_armn

Baragraf 1
Uonzm
Paszal 42

Perencanaan penanganan Perumshan Kumuh dan Permuliman Kumuh
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 39 ayat [5) dilakukan melalui tahap:

&. persigpan;

b. survei;

c. penyusunan data dan fakta;

d. analisis:

. penyvusunan konsep pencegahan dan  peningkatan kualitas

Perumahan Kumuh dan Permulkimen Kumuh: dan

penyusunarn’ rencana pencegahan  dan  peningkatan  kualitas
Perumahan Kuomih dan Permukiman Kumuh.

Perencanaan penanganan Perumshan Kumuh dan Permulaoman Kuamuh
sebagaimana dimiaksud pada sgat (1) harus melibatkan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi sésual dengan kewsnangannya.

Paragraf 2
Penviisunan Rencana
Pazal 23
Penyusunan rencansa pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan
ﬁmmmmﬁwmdﬂmm4;
ayat (1) huruf { paling sedikit memuat
a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. rumusasn permasalahan Periimahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
c. rumusan keonsep pencegahan dan peningkatan kusltas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh;

by

gn'--fl_h 1 Dokumen ini tetah ditandetangan secare elekironik menggunakan sertifikat elekivoni
v 1T N - Logl
Eimktroinli ?m‘l—ﬂ ﬂltll'l'h‘l'ﬂ'inrl oleh B’ST'E




(2)

(3}

(4

(1)

2

d. renicana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnva

2. rencana perungkatan kualitas terhadap Perumahan Kummh dan
Pearmukiman Kumuh!

{. rumusan perencanaan penyediasan tanah;

£. rmimuisan rencana investasi dan pembisyaah; dan

h. rumusan geran pemangha kepentingan.

Fumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan

Kumuh dan Permtikiman Kumuh sebagaimana dmmaksid pada ayat (1)

hurnif ¢ memmiat prinsip desain universal.

Prinsip dessin universal sebagaimanes dimaksud pada ayat (2) meliput:

a. kesetaraan penggunaan ruang;

b. keselamatan dan keaunanan bagl semua;

<. kemudshan akses tanpa hambatan;

d. kemudshan akses informasi;

e. kemandirian pengounaan ruang;

f. efisiensi upaya pengguna; dan

g. kesssuaian ukniran dan riang secars ergonomis,;

Prinsip desain wuniversal sebagaimana dimaksud pada ayar (3)

mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk

penvandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan iba hamil.

Rencana peningkatan kuoalitas terhadap Perumahan Kumuh dan

Permmuikiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huorof e

meliputi rencana:

a. jangka pendsk untuk periode sam tahun kegatan, dengan muatan
rencanaaks: ahunan;

b. jangks menengah untuk periode satu hinsga lima tahun, dengan
mmuatan keglatan rencana umum jangka menengah dan rencana akst
tahun pertama; dan

<. jangka panjang untuk periode lebih dari lima tshun kégiatan, dengan
muatan rencans omum jangka panjang, arahan rencana prioritas
tahmnan, dan rencana aks: talhun pertama,

Parasral 2
Penetapan Rencana

Pasal 44

Rencana pencegahan dan peningkaran kuslitas terhadap Perumahan

Kumuh dan Permmikiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat {2} diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Format kelengkapan penstapan rencana peninglatan kualitas terhadap

Perumahan Kumuih dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud
pada ayart (1) sesuai dengan ketsntuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pola Penanganan

Paragraf 1

Tomam

Paszal 45
Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh, Pemermntah Daerah menstapkan kehbijakan.

strategl, serta  pola penanganan  vang manusiawi,  berbudaya.
berkeadilan, dan ekonomis.
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{2] Pola penansanan sebasaimans dimaksud pada avat (1) didasarkan pada
hasil pemlaian aspek kondis: kekumuhban dan aspek legalitas tanah.

(3} Pola penangansn Sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) direncanakan
dengan mempertimbanpgkan tpoleg Perumahan Kumuh dan
Pernmukiman Komuh,

{4} Pola penanganan sebagaimans dimsksud pada ayat (1) melipari:

&. pemugaran; ' |

b. peremajaan; atau

13} Pemugsran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huraf a dilakukan
untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumashan Kinmih
dan Permukiman Kuamuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang
layak hiim.

(6 Peremajaan dan peromikiman kembali sebacaimana dimaksud pada ayat

~ {#) huraf b dan huraf ¢ dilakukan untuk mewyjudkan kondisi n]mah
perumahan, dan permukiman vang lsbih baik guna melindungi
keselamartan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar,

|7} Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau permukiman kembali
dilalmkan dengan memperhatikan meliputi:

a. hak keperdataan masyarakat terdampak;

b. kondisi ekologis lokas:; dan

<. kondis: sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

{8} Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada avat {1) diatur dengan

- kstenmuan:

a. dalam hal lokasi memilild Klasifikasi kekumuhan berat dan sedang
dengan starus tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu
peremajanty;

b. dalam hal lokasi memihla klasifikasi kelbumuhan berat dan ssdang
dengan status tanah ilegal, pola penanganan yvang dilalukan yaitu
permukiman kembali;

c. dalam hsl lolkas: mem:h]ﬂ klasifika=i k_kumuhﬂnmlgﬂﬂ dengan status
tanah legal, pola penanganan yang dilalmiban yaitu penmgaran;

d. dalam hal lokas: memilila kiamfileas; kelbumuhan ringan dengan status
ranah ileoml, pola penanganan yvang dilalakan yvaim permuloman

kembalt.
Paszal 46
Pola penanganan scbagatmana dimaksud dalam Pasal 45 avat (3| diamur
dengan kerentuan:

a dalam hal lokast termasuk dalam tipolegy Perumahan Kumiuh dan
Permmidman Kumuh di stas air, penangsnan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta
kelestarian air;

b.dalam hal lokasi termasuk dalam tipolosi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di tep: air, penanganan yang dilakukan harus
memperhatkan karakteristik daya dukung tanah tepl air, pasang surat air
serta kelestanan air dan tanah;

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologt Perumahan Kuomwh dan
Peramukiman Kumuh di dataran rendah, penanganan yvang dilakukan harus
kalestarian ranah;

d.dalam hal lokasi mermasuk dalam tpeologs Perumahan Kunmh dan
Permukiman Kumuh di perbukitan, penanganan yang dilalikan harus
memperhatikan karakrenstik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah
sorts kelesmnan tanah: dan
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a, dalam hal lokas: termasuk dalam tpologi Perumahan Kunmuh dan

Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, penangansn vang

dﬂﬂh}kﬂﬂ harus memperhatkan karaloensuk kebencanazan, daya dukung
tanal, jemus tanah serta kelestanan tanah

Paszal 47

Dalain meadukung keberhasilan pola penangsnan Perumahan Kumuh dan
Pernmukiman Kumuh, dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait,

(1)
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Paragraf 2

Pemugaran
Pemugaran sehagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3] huoraf a.
merypakan perbaikan Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atam Utilitas
Umum untuk mengembalikan fangsi sebagaimana semula
Penmugaran sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dilskoken dengan
memperhatikan keaslian benmik, bahan, pengerjaan dan {ata letak, serta
niim ssiarah kawasan.
Pem 1 zebagaimana dimsksud pada ayat (1] dilakukan melahua
tahap:
a. pra kenstruks:
b. konstmlesi: dan

Pasal 49

Pemupgaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimabksud dalam
Pasal 48 gyat (3) huraf a melipun:
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemigaran:
b. sosizlisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
¢. pendataan masyvarakat terdampak;
d. penvusunan rencana pemugaran: dan
e. musyawarah untuk penyepakatan,
Pemugaran pada tahap konstruks: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 avar (3] hund b melipun:
a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruks.
Pemugaran pada tahap pasca konstruks: sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (3) huruf ¢ melipur:
a. pemaniaatan: dan
b. pemelhharaan dan perbaikan.

Baragral 3

Peremajaan
Paszal 50

Peremiajaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4] huoaraf b,
terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utlitas Umum.
Peremajaan sebagaimana dimaksud pada avar (1) dilakukan dengan
memperhatitan kebutuhan dan arahan  penmgkstan  pelayanan
lingkurngan hunian perkotaan. '
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{3}

(<}

{1)

(2

{3}

(1

(2}

{3}

(1)

2

Péremajaan sehagamimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakuksn
dengan terlebih dahuln menyvediakan tempat tinggal sementara bags
masyarakat terdampak.
Peremajaan schapaimana dimaksud pada ayat (1) dilaltukan melshai
tahap:
a&. pra konstruks:
b. konstruksi; dan
¢. pasca konstruksy,
Pazal 51
Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimans dimaksud dalam
P&s&l 30 myat |13) huraf a meliputi:
3. identifikasi permasalaban dan kajian kebutuhan peremajaan;
b. penghunian sementara untuk masyaralkat terdampalk;
¢. zosialisas; dan rembuk warsz pada masyarakat terdampak;
d. pendataan masyarakar terdampak;
. pEnyusSunan rencana peremalaan: dan
f. musvawarah dan diskus: penvepakatan.
Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksad dalam Pasal
50 ayat (4) buruf b melipuri:
& proses gant rugl bag masyarakar terdampak berdasarkan hasil
kesepakartan:
b. penghunian sementara masvarakart rerdampak pada lokasi lam;
<. proses pelaksanasn konstruks: peremajaan pada lokasi permukiman
ek=isting: ' '
. pemantaiian dan evaluasi pelaltssnaan konstruksi peremajaan: dan
€. proses penghunian kembali masyarakat terdampale
Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat [$) lniruf © melipuri:
a. pemarniaatan; dan

L

Paragrafl 4
Pasal 52

Permmuiltiman kemball sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4
hunit ¢ dilakukan melalni pembangunan dan penataan secara
menveluruh terhadap Rumsh, Prasarana, Sarana, dan/ataun Unlitas
Umum pada lokasi baru yang sesual dengan rencana tate ruang
Permmikiman kembali sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
dilaliksn dengan terlebih dahulu menvediakan tempat tngsal
sementara bagi masyarakat terdampalk.
Perrmukiman kemball sebasaimana dimaksud padsa avat (1) dilakukan
melalui tahap:
a. pra loonstrulsi;
b. konsouks:; dan
<. pasca konstruksi.

Pazal 52

Pernmakiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (3] huruf & meliputi:

a. kamjian pemanfaatan ruang dan/atau kajlan legalitas tanahy;
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b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan
Permukiman kumuh pada lokssi rawan bencana;
c. sosialisasi dan rembuk warga pada masvarakar terdampale:
d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana permukiman baru, rencana pembongkaran
permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan permukiman
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan,
12) Permmukiman kembali pada tahap konstuksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 532 ayat (3] huruf b melipuri: '
a. proses ganii rug bagl masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
b. proses legalisasi lahan pada lokasi permukiman bany;
c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan
Permukiman barag
. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi permukiman
kembali;
e, proses pﬂ_ﬂghuﬂ_t,a:n kembali masyarakat terdampak; dan
f proses pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting.
(3} Permmlaoman kembali pada tahsp pasca konstruks: sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3} haraf ¢ melipoti: '
a. pemarnizatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

[a

Paragraf 5
Dulmingan Kegiatan Non Fiaik

Pasal 54
Peﬂanganaﬂ non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diidentifikssi

sesuai kebutuhan sebagal rekomendas: bagi instans: yang berwenang dalam
rangka peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,

Bagian Keenam
Pengelolaan

Paragraf 1
Uomam
Pasal 35

(1} Pasca peningkatan kualitas terhadap Perumahan Eumuk dan
Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertabankan
dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara
berkelanyutan.

(21 Pengelolaan sehagaimana dimaksud pada avar (1] dilakukan eleh
masyarakat secara swadaya.

{3] Peng=lolzan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Dasrah untuk
meningkatian keswadayaan masyvaraksat dengan pengeiolaan Pernumahan
dan Permubiman layak huni.

{4} Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat |1) terdinl atas:

a. pembentukan Kelompok Swadaya "'r‘i&.:waml.at dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.
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Paragraf 2
Helompok Swadaya Masyvarakar
Pasal 56

(1} Pembentukan Kelompok Swadays Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (4] huruf & merupakan upaya unmk
mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap
Peruomahan umuh dan Permukiman Kuomh,

2] Pembenmikan Kelompok Swadaya Masyarakar sebagaimana dimaksud
pada avat |1} dialukan pada tngkat komumitas sampat pada tngkat
dasrah sebagai fasilitator pengelolaan Perumishan dan Permukiman layak
huni.

{2} Pembentikan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud
gada ayat (2] dibentuk berdasarkan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

{4) Pembentukan Kelompok Swadayva Masyarakar dapat difasilitasi oleh
Pemenintah Daerah.

(3) Faszilitasi sebagrimana dimak=sud pada avat (4] dilskukan dalam benmk:
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria;

konsulasy,
. pemberian kemudahan dan/atau banman.

(6] Kelompok =swadaya masyarakat dibiavai secara swadasys oleh
masyarakat.

I7) Pembiayvaan Kelompok Swadava Masyarakat selatn secara swadays oleh
masyarakat, dapat dipercleh melalui kontribusi setiap orang.

(8} Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara
swadava atau atas prakarsa Pemerintah Dasrah.

{9} Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fidak perlu dilakukan
dalam hal sudah rerdapat Kelompok Swadaya Masyarakatr yang sejenis,

[10) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat 2] sesua dengan ketsntuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragrafl 3
Pemeliharaan dan Perbaikan
Pasal 57
(1} Pemeliharaan dan perbaikan s’ebagalmana' dimak=tid dalam Pasal 35 ayat
{4) huraf b mempakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan
PErﬂnlkLmaﬂvaﬂglm’akhuﬂldaﬂbeﬂrelmmﬂaﬂ

[2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilalmkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABV
PENYEDIAAN TANAH

Pazal 58

Pemeriritah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan tanah dalam rangls
peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasen Permukiman Kamuh.
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Pazal 50

(1} Penvediaan tanah unnik peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh merapakan salah sam pengadasn tanah unmak
pembangunan bag kepentingan umum.

(2] Penvediaan tanah unmk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan
Pernmakiman Kumuh sehagaimana dimaksud pada ayar |1 dapar
dilalmukan melahu:

a. pembenan hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasa

b. konzolidasi tanah oleh pemilik tanah;

peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

. pemaniaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau

milik daerah sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan:

pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau

. pengadaan tansh untuk pembangunean bag kepentingan umunm sesuat

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3] Penvediaan tanah scbagaimana dimaksud pada ayar (2| dilaksanakan
sesual dengan ketentuian Peraturan Perundang-undangan.

i

iy E'n

BAB VI
KERJA SAMA PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

‘Pola Kemitraan Kerja Sama

Pazal 60

Dalam upava pencegahan dan peninghatan kualitas terhadap Perumsahan
Kumuh darn Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama
a. pihak swasta:

b. organisasi kemasyarakatan; atau

¢. lembaga non pemerintah lainaya.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 61

Masyarakat dapat berperan dalam pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnva Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai dengan
kstentuan Peraturan Perundang-undangan:

Bagian Ketiga:
Kearifan Lokal
Pasal 62
Peningkaran Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Dasrah
periu dilakulsin dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal vang berlalo: di
masyarakat selempat sesual dengan Ketentoan Peraturan Perundang-
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BAB VI
PENDANAAN

Paszal 63

Pandanaan pencepshan dan peningkatan kualitas terhadap Perumsahan

Kumuh dan Permukiman Xumubh bersumber dari:

a. anggaran dan pendapstan belanjs Dasrah: dan /atau

b. sumber pendanaan lminnya yvang sah dan udak mengileat sesumil dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. '

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Paszal 64
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada manpgeal diundanskan.
Agar setiap orang mengetahminya, memerintalikan pengundangan Perataran
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung, '

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPAT] KLUNGEUNG,
il

[ NYOMAN SUWIRTA
Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 16 Agustas 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGEUNG,
]
DEWA GDE DARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOFEG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI
(4,22 /2023];

Salinan sesuai dengan aslinva
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klunglkung,

I Ketut Muka, SH
NIP. 19681231 198903 1 054
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PENJELASAN
ATAS
FERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTARG

PENCEGAHAYN DAN PENINGEATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

L UMUM

Kabupaten Klunghkung telah ditetapkan sebaga salah satu bagian dan
Kawasan Perdesaaan Prioritas Nasiona! dan Kawasan Stratepis Pariwisata
Nasional Nusa Penida se}n_n,gga pembangnnan insfrasrruktur permukiman
akan semakin berkembang. Perkembangan pembangunan di Ksbupaten
Khangloang telah berkembang sangat pesat khususnya pembangunan
sektor ekonomu, yang berakibat terjadinya rekanan terhadap ingkungan fisik
schinpgea dipendang perlu adanys ugaye-upaya untuk mencegah dan
mengatasi tekanan atau ancaman dar  kegiatan tersebut agar udak
memimbullan dampak negatif terhadap kelestarian lingkunsan fisik manpun
lingkunpgan sosial budaya.

Pesatnya perxembangan disektor skonomi secars tidak langsung
berpengaruh terhadap peningkatan jumlab penduduk dan kebunahan lahan
gkan Perumahan dan Permulkimen baru di Kabupaten Klungkung vang
zemskin padat, Hal ini tento membawa dampak terhadap logalitas Perumahan
dan Pernmukiman perlotaan di Kabupaten Klunglkung yairu dengan semakin
padatnya jumlah pernmshan di kawasan pernmukiman tanpa ditanjang oleh
sarana prasarana penunjang fasilitas perumshan dan permubkiiman. Sehingea
mengakibatkan penurunan kualitas bngkungan dan terjadi keloumuhan di
kawasan Perumahan dan Permuboman perkotasn,

Meningleatnya jumiah pendudok serta semalon padat dan kmiihnya
perumahan dan kawasan permukimsn ber_!;mten'_-'.i menjadikan kawasan
permulniman yang berfungsi sebagal lingkungan hunian menjadi semakin
ndalk layak huni, Koendisi perumahan dan kawasan permukiman yvang udak
layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambar
perkembangan dan permumbuhsn masyarakat Hal mi perlu diannsipas:
dengan berbagai kebiiakan dan peramran gana menjamin hak masyarakat
terhadap lingkungan hidup yang lavak. Memasuki era otonomi dasrah,
kegistan pembangunan pmjma}*ﬁﬂdmkawasmpemnﬂﬁmﬂnﬂiﬂﬁerah
terus meningkat, baik kuanttas, kualitas maupun kompleksitasnva. Dengan
semakin menmgkamya Kegiatan pembanpunan tanpa ditunjang peraniran
perundangan yang memadat, dikhawatirkan nnghat laju pembangunan tanpa
disertan pencegahan dan peningkatan kualitas: kush akan semalan
menambah beban terhadap pemenuban lingkungan lidup vang layak.

Sejak diberlalukanlanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahian dan Kawasan Permukiman, penanganan perumahan kamih dan
kawasan permukiman kumuh memperoleh perhatian yvang cukup besar.
Paszal 1 angka 14 Undang-Undang Nomer I Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman menvebutkan bahwa perumahan kumuh adalsh
peruiniahan yang mengalami penurunan kualitas fungs: ssbagat tempat
hunian, sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 dinyatakan bahws permukiman
kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketdaikc teraturan
bangunan, tingkat kepadatan bangunan vang tinggi dan kuaalitas bangunan
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serta prasarana dan sarana yang tdak memenuhi syarat. Mengacu pada
definisi yang ditetapkan undang-undang tersebur, maka penanganan
Perumahan dan Peromiloman kumuh semslin jelas dan diarahkan kepada
kritenia kekuntuhan yang lebih condong pada aspek penimmgkatan kuslitas
bangunan serta sarana dan prasarana. Selama ini pendekatan kekumuhan
dapat didekati melalui beberapa Lkriteria, diantaranya berupa kondisi
lasshatan, perekonomian, dan lain sebagainya. Melal undang-undang ind,
penanganan terhadap permasalahan lunmh sebenarnva terlebih dahulu
didekan melalul prasarana dan sarana yang memenuh: syarat.

Bermmla dari semangat perundangan tersebut dan dengan dimunjang oleh
asas desentralisasi dalam Usndang-Undang Nemor 23 tahun 2014 tentang
Pemenntalhian Daerah. Perumahsn Kumuh dan Permmubkoman Kumuh ke
depan harus ditetapkan lokasinya cleh Pemerintah Daerah, Legitimasi
genetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah tersebut alan meniadi acuan bagi
Pemerintah dalam mengidentifilasi luasan perumsahan dan Lawasan
pem;k:r_mem lnimuh di Indenesia. Dengan adanya penstapan secara formal,

, maka akan diperoleh validitas identifikas: lnasan perumahan dan kawasan
permukimman kummuh yang perlu ditangani. Penanganan permukiman kamuh
ini sgjalan dengan arahan Presiden Eepublik Indonesia dan Rencans Strategs
Direlttorat Jenderal Cipta Karya bahwa Indonesia bebas kumuh tahun 2020,
Melahii kobmitmen Pemerintah Dasrah dan informadi kunmh vans memadai
maka tmjuan dalam memastikan Indonesia bebas kumuh 2020 skan dapat
terealisasilean melsini mhapan-tahapan pelaksanaan peninglaran kualitas
Perumahan Kumuh dan Pernubiman Kumuh vang terukr, efsktf, dan tepat
sasaran. Selain iy, Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Perumahan dan
Permukiman yang dapat menjamin keselamatan masyarakar, kelayakan huns,
dan kelestanan lingkungan., memeriukan persturan dasrah sebaga payung
hulim untok mencegah dan menangant Perumahan dan Permukiman

II. PASATL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pazal 2

Cukup ielas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pazal 4

Culcup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pazal 6

Cukup ielas.
Pasal 7

Culmap jelas.
Pazal 8

 Cukup jelas.

Pazal O

Cukup jelas.
Pazal 10

Cukup ielas,
Pasal 11

Culmup jelas.
Pasal 12

Cukup jalas,
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Pasal 13
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayar [2)
Culkmp jelas.
Ayat (3)
Hurufa

Yang dimaksud dengan “alat pemadam api ringan” adalah

berupa mmbung pemadam kebaksran yang digunakan terdin

dari 3 ukuran 3 (tzal kg untuk setiap ruangan tertutap
sedanglan untuk ruangan terbuke atau area koridor atau area
yang lebih luas digunakan nkuran 6 (enam) kg

Huruf b
Cuiap jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurof d

Yang dimaksud detigan “peralatan pendukung lainnya” adalah

peralatan pemadam kebakaran vang lebih t=lois yaitu:

lalaipﬂmaﬂamapltﬁralmPAE!ujﬂmmmdanzﬂ {duas
puluh) kg sampai dengan 120 (seratus dua puluh) ks
Diasanyva menggunakan trolley untmik mobilitasnyva.

2. fire aloom sustem adalah alar pendeteles: dan membernikan
alarm adanya asapatau api vang muncul dalem gedung atau
di luar gedung.

3. fire troelu cabinet berupa kotak trolley untuk menyvimpan
peralatan kebakaran.

4, safety cabiner adalah area kerja laboratorium dengan
ventilasi udara yang telah direkayasa untuk mengamankan
pekeria yans bekerja mengambil sampel matenal,
linglaingan dan sampel material dari kemungkinan bahaya
terkontaminasi bakten atau virus,

3. fire hidtrant system adalah peralaran pemadam hkebakaran
tambahan untuk mendukung mobilitis pada saat
memadamkan api berupa jaringan distribus: air dan ground
tank vang sudah dipompa olsh fangkaa.m pompa hudrant,
kemudian diteruskan ke jaringan perpipaan sampai ke
output berupa hydrant pillar.

Pazal 14
Cukup ielas.
Pasal 15
Cukup jglas.
Pazal 16
_ Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup ielas.
Pasal 19
Cukmip jelas.
Pas=al 20
_ Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
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Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
pelas.
Pasal 24
FPasal 25
Culkp jalas,
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Culmap jelas.
Passl 28
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas,
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Culmap jelas.
Pasal 32
Cuicup jelas
Paszal 33
Cukup jelas.
Cukup ielas,
Pasal 35
Culmp jelas,
Pasal 36
Culmip jelas,
PFasal 37
Ayat (1)
Cukaap jelas.
Avat (2]
Cukup jelas:
Ayat (3]
Hurafa
Yang dimaksud dengan “fungs] sirategis Daerah” adalsh lokasi
yang digunakan sebagai pertimbangan letak lokasi perumahan
dan permulaiman dimaksudkan lokast berada pada kawasan
strategls  sesual  dengan  perunfukan fata ruang  dalam
ETEW/RDTR dengan kejelasan stams lahan. '
Huruf b
Yang dimalksud dengan “bukan fungsi strategis dasrahl” adalah
lokasi bukan berada pada kawasan strategis peruntukannya
dalam RTERW/RBTR dan status lahan tudak ada kejelasan.
Pasal 38
Cukup jelas.
Paszal 39
Cukup ielas.

Pasal 40

Culup j=las.
Pazal 41

Cukup jelas.
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Pasal 42
Cukup jslas,
Pasal 43
Culkmap j=las.
Pasal 44
Pasal 45

Avar (1)

Cukup jelas.
Avat (2]
Cukup jelas:

Awat [3)

Cukup jelas.

Avar (4

Hurafa

Yang dimaksud dengan “pemugaran” adalah perbaikan rumah
dan prasarana, sarana dan unlitas umum dengan melakukan
rehabilitasi melaln pembangunan kembali inglungan hunian
perkotean  atan linglungan hoanian  perdezasn melsha
perbaikaty dan/atau pembangunan baru rumah dan
prasarana, Sarana, dan utilitas umum untak memulihkan

fiungsi hunian secars wajar sampal tingkat yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peremaiaan” adalah pembangunan
penataan secara menvelurunh melipun rumah dan prasarana.
sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman,

Humf“

Avat (5)

Yang dimak=ud “permukiman kembali” adalah memindahlan
mmkmmrd&m;ﬁhdaﬂlﬂka&yangtﬂakmgkjn
dibangun kembali karens tidak sesual rencansa tata ruang dan
Jatan kawassn rawan bencana untuk mewupudkan kondiss
rumah, perumahan dan permuloman yang lsbih baik dana

aIlRI.

Cukup jelas.

A¥az (6)

Culkup jelas.

Avar [T]

Cukup jelas.

Avar (8]

Cukup jelas:

Pasal 46
Cukup jelas.
Fasal 47
Yang dimaksud dengan “penanganan non fisik” adalah denpan
melakukan idenufikasi kebutuhan masvarakat sesuai aktivitas dan pola
kehidupan dalam masyerakat sepert adat isuadat. gotong rovong,
upacara keagameaan, dan laimn-lain),

Pasal 48
Cukup jglas.
Paszal 49
_ Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

b1

2

[ FY Y]
Can il kunl
Eisktrianik
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Pasal 51

Cukup jslas,
Pasal 57

Culmap jelas.
Pasal 53
Pasal 54

Lihar penjelasan Pasal 47.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 536

Culmap jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas,
Pasal 59

Cukup jslas,
Pasal 60

Culup jelas,
Pasal 61
Pazal 62

Cukup jelas.
Pazal 63

Cukup ielas.
Pasal 64

Culcup jelas,
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